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ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perannya menjadi lembaga desa yang membantu 
usaha masyarakat yang tergolong usaha mikro dan kecil yang ada di desa, dapat menjadi 
solusi atas semua permasalahan yang terjadi pada UMK, termasuk dalam permodalan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan Kerjasama antara BUMDes dengan lembaga 
keuangan syariah. Tujuan penelitian untuk menguraikan strategi kemitraan BUMDEs 
dengan Lembaga keuangan Syariah dalam pembiayaan Syariah bagi usaha mikro pedesaan. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah BUMDes Jaya Laksana, Bank Syariah Indonesia 
KCP Ciawi Bogor, BMT Berkah Mandiri Sejahtera, pelaku usaha mikro, dan akademisi bidang 
Lembaga keuangan syariah. Teknik analisis data menggunakan menggunakan Analytical 
Hierarchy Process (AHP) untuk memperjelas masalah, solusi, dan strategi yang akan 
dilakukan guna terciptanya kemitraan BUMDes dengan LKS. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa strategi yang dapat dibangun untuk kemitraan BUMDes dengan LKS dalam 
pembiayaan syariah bagi usaha mikro pedesaan berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) 
sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah, 2) pendampingan dan 
pelatihan dalam mengelola pembiayaan syariah, 3) peningkatan sosialisasi keuangan 
syariah secara rutin dan sederhana, dan 4) pengawasan dan monitoring secara berkala. 

Kata kunci: BUMDES, Kemitraan,  Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah, Usaha 
Mikro. 

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes), in its role as a village institution that assists community 
businesses classified as micro and small businesses in the village, can be a solution to all 
problems that occur in MSEs, including in capital. To overcome this problem, cooperation 
between BUMDes and Islamic financial institutions can be carried out. The purpose of the study 
was to describe the partnership strategy of BUMDEs with Islamic financial institutions in 
Sharia financing for rural micro businesses. This type of research uses qualitative research with 
a descriptive approach. The samples in this study were BUMDes Jaya Laksana, Bank Syariah 
Indonesia KCP Ciawi Bogor, BMT Berkah Mandiri Sejahtera, micro business actors, and 
academics in the field of Islamic financial institutions. The data analysis technique uses the 
Analytical Hierarchy Process (AHP) to clarify the problems, solutions, and strategies that will 
be carried out to create a partnership between BUMDes and LKS. The results showed that the 
strategies that can be built for the partnership of BUMDes with LKS in sharia financing for rural 
micro-enterprises based on the sequence consist of: 1) synergy of BUMDes policies with Islamic 
financial institutions, 2) mentoring and training in managing Islamic financing, 3) increased 
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socialization of Islamic finance on a regular and simple basis, and 4) regular supervision and 
monitoring. 

Key words: BUMDES, Islamic Financial Institutions, Islamic Financing, Microenterprise, 
Partnership.  
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PENDAHULUAN 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
merupakan badan usaha yang dapat 
menjadi instrumen peningkatan ekonomi 
masyarakat di pedesaan. Hal ini sejalan 
dengan Permendesa no 4 tahun 2015 bahwa 
pendirian BUMDEs bertujuan untuk 
meningkatkan perekonomian desa dan 
usaha masyarakat dalam pengelolaan 
potensi ekonomi desa. Kehadiran BUMDes 
diharapkan dapat menjadi wadah bagi 
masyarakat untuk meningkatkan 
pendapatan, menciptakan wirausaha baru 
di desa bagi kalangan ekonomi lemah, dan 
menyediakan permodalan bagi masyarakat 
melalui perkreditan atau pembiayaan 
dalam rangka peningkatan ekonomi 
produktif (Gunawan, 2011; Salam & 
Marwini, 2018). Selain itu, BUMDes juga 
dapat menjadi lembaga yang berperan 
dalam mencegah masyarakat dari 
perangkap rentenir yang semakin marak 
beroperasi di desa (Tampubolon, 2010). 

BUMDes dalam perannya menjadi 
lembaga desa yang membantu usaha 
masyarakat yang tergolong usaha mikro 
dan kecil yang ada di desa, dapat menjadi 
solusi atas semua permasalahan yang 
terjadi pada UMK, termasuk dalam 
permodalan. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan BPS pada sensus ekonomi 
ditemukan sebanyak 60,14 persen usaha 
masyarakat yang termasuk industri 
pengolahan mengalami kesulitan likuiditas 
dan permodalan (BPS, 2019). Sedangkan 
pada usaha di sektor pertanian yang dapat 
memiliki akses terhadap permodalan dari 
sektor lembaga keuangan hanya sebesar 
16,37 persen (BPS, 2018). Dari data 
tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro 
dan kecil yang berada di desa masih 

kekurangan permodalan untuk 
meningkatkan skala usahanya.  

Salah satu solusi untuk mengatasi 
tantangan tersebut adalah dengan 
meningkatkan kerja sama antara Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan 
lembaga keuangan syariah. BUMDes, yang 
merupakan lembaga yang dibentuk oleh 
pemerintah desa, diharapkan mampu 
menjadi penggerak ekonomi desa dengan 
mengelola berbagai potensi sumber daya 
desa, termasuk dalam hal pemberdayaan 
usaha mikro. Namun, meskipun BUMDes 
memiliki potensi besar dalam mengelola 
ekonomi desa, banyak BUMDes yang masih 
kesulitan dalam memperoleh pembiayaan 
untuk mengembangkan kegiatan usaha 
mikro tersebut (Pusat Penelitian Ekonomi, 
2021). 

Di sisi lain, lembaga keuangan 
syariah memiliki produk pembiayaan yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang 
mengutamakan keadilan dan menghindari 
unsur riba. Pembiayaan syariah, baik dalam 
bentuk pembiayaan murabahah, 
mudharabah, musyarakah, maupun ijarah, 
menawarkan alternatif pembiayaan yang 
lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip 
ekonomi Islam, yang sangat relevan dengan 
nilai-nilai masyarakat pedesaan yang 
cenderung lebih mengedepankan prinsip 
solidaritas dan kerja sama dalam kegiatan 
ekonomi (Wahid, 2019). Selain itu, lembaga 
keuangan syariah di Indonesia semakin 
berkembang dan berperan dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat, termasuk dalam membiayai 
usaha mikro pedesaan (Husnaini, 2020). 

Risa Bhinekawati (2021) 
menguraikan bahwa terdapat dua potensi 
yang memungkinkan sinergi antara BMT-
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BUMDes yaitu model kemitraan strategis 
dimana BMT menjadi pendukung aspek 
sosial dan finansial dalam pengelolaan 
BUMDes yang sesuai dengan nilai syariah 
dan integrasi BMT-BUMDes yang dapat 
dikembangan melalui tiga kemungkinan 
yaitu pertama, apabila BMT sudah ada 
tetapi BUMDes belum ada, maka cakupan 
usaha BMT bisa meliputi bisnis BUMDes; 
kedua, apabila BMT tidak ada tetapi 
BUMDes sudah ada, maka BMT bisa menjadi 
bagian dari unit usaha BUMDes; dan ketiga 
apabila tidak ada keduanya, maka dapat 
membentuk gabungan BMT-BUMDes 
sebagai kelembagaan.  

Lokot Zain (2021) dalam 
penelitiannya bahwa BUMDes dinilai sesuai 
dengan tujuan pembiayaan Syariah dan 
karakteristik pembiayaan Syariah serta 
relevan dengan prinsip usaha BUMDes yang 
mengutamakan keuntungan dan 
kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, 
pelibatan BUMDes sebagai pelaku 
pembiayaan Syariah penting dilakukan 
dalam rangka akselerasi pencapaian 
keuangan inklusif di perdesaan. Meskipun 
didalamnya terdapat tantangan integrasi 
pembiayaan Syariah dengan BUMDes. 
Begitu pula dengan penelitian Sundari & 
Syarifudin (2022) menjelaskan bahwa 
kehadiran BUMDes dengan menggunakan 
system syariah masih sangat minim 
diterapkan. Akan tetapi, pada prakteknya 
masyarakat desa telah banyak yang 
mengimplementasikan kegiatan ekonomi 
dalam kesehariannya dengan menggunakan 
system bagi hasil seperti maro, gadoh, bagi 
hasil panen, bagi hasil ternak, dan lain-lain. 

Berdasarkan penelitian terdahulu di 
atas menunjukkan bahwa penelitian 
tentang strategi kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan Syariah dalam 
meningkatkan pembiayaan Syariah bagi 
usaha mikro pedesaan masih belum banyak 
dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa 
penelitian ini sangat mungkin untuk 
dilakukan, karena dapat menemukan 
kebaruan terhadap keilmuan khususnya 
berkaitan dengan kemitraan dalam 
pembiayaan syariah. Selain itu, 

permasalahan yang dihadapi UMK di desa 
atas minimnya akses permodalan, maka 
diperlukan pendanaan atau pembiayaan 
yang memudahkan UMK guna 
meningkatkan skala usahanya. Dengan 
demikian, kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah sangat 
diperlukan. Hal ini dikarenakan 
pengelolaan BUMDEs yang beragam tidak 
hanya melakukan proses produksi, tetapi 
juga mengelola pembiayaan yang 
pendanaannya dapat berasal dari dana desa 
setempat. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk menguraikan strategi 
kemitraan BUMDEs dengan Lembaga 
keuangan Syariah dalam pembiayaan 
Syariah bagi usaha mikro pedesaan.  

MATERI DAN METODE 

Konsep Kemitraan 

Kemitraan merupakan bentuk 
kerjasama dari berbagai pihak, baik yang 
dilakukan oleh individu, kelompok, maupun 
organisasi dalam mewujudkan tujuan 
bersama. Kemitraan mengandung arti suatu 
usaha bersama dan sukarela untuk 
mencapai tujuan bersama. Dalam konteks 
tata kelola pemerintahan yang baik, 
kemitraan menjadi sangat penting dan 
membutuhkan partisipasi bersama para 
pemangku kepentingan, yang berarti warga 
negara yang memiliki kepentingan dalam 
proses tata kelola pemerintahan 
(Mardiyanta, 2011). Sedangkan dalam 
konteks bisnis dan pembangunan ekonomi, 
kemitraan merujuk pada hubungan 
kerjasama yang saling menguntungkan 
antara dua atau lebih pihak untuk mencapai 
tujuan bersama, dengan masing-masing 
pihak membawa sumber daya atau 
kemampuan yang berbeda.  Kemitraan ini 
dapat berbentuk kerjasama antara individu, 
organisasi, perusahaan, atau bahkan sektor 
publik dengan sektor swasta. Teori 
kemitraan sering kali diterapkan dalam 
berbagai konteks, mulai dari kemitraan 
bisnis, kemitraan pembangunan, hingga 
kemitraan dalam kebijakan sosial-ekonomi. 

Pola kemitraan yang telah banyak 
dilaksanakan oleh organisasi atau 
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perusahaan terdiri dari lima jenis pola 
kemitraan, yaitu pola inti plasma, pola sub 
kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, 
dan waralaba (Harisma, 2017; Ardiansyah & 
Aulawi, 2019; Azmie et al.,2019). Menurut 
Kuswidanti (2008), ada tiga kunci yang 
perlu dipahami dalam membangun 
kemitraan oleh setiap mitra, yaitu: a) 
Prinsip Kesetaraan, dalam hal ini pihak-
pihak yang bermitra, baik pemerintah, 
masyarakat, maupun pihak swasta yang 
telah bersedia menjalin kemitraan harus 
memiliki kedudukan yang setara tanpa 
adanya dominasi pihak lain; b) Prinsip 
Keterbukaan, masing-masing pihak harus 
terbuka dan jujur mengenai kekurangan 
atau kelemahan masing-masing anggota 
serta berbagai sumber daya yang dimiliki; 
dan c) Saling Menguntungkan, dalam hal ini 
masing-masing pihak yang bermitra dalam 
melaksanakan pembangunan pariwisata 
saling memperoleh manfaat dan 
keuntungan dari kemitraan tersebut. 

Dalam Islam, kemitraan sering 
dikenal dengan istilah syirkah yang 
memiliki makna suatu Kerjasama yang 
saling menguntungkan antara dua pihak 
atau lebih, dimana satu pihak sebagai 
penyedia modal, sedangkan pihak lain 
sebagai pengelola modal (Masluha et al., 
2019). Apabila terdapat kerugian, maka 
akan ditanggung secara Bersama. Selain itu, 
kemitraan dalam Islam dilakukan dalam 
rangka untuk tolong menolong dalam 
bekerja pada suatu usaha (Kau, 2016). 
Menurut Syaparuddin (2020), terdapat 
beberapa bentuk kemitraan yang dapat 
digunakan dalam Islam, diantaranya adalah 
musyarakah, mudharabah, muzara’ah, 
mukhabarah, dan musaqah. 

Usaha Mikro Pedesaan 

Usaha mikro pedesaan di Indonesia 
memainkan peran penting dalam 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan 
pendapatan, dan keberlanjutan ekonomi di 
tingkat lokal, meskipun sering kali 
dibayang-bayangi oleh usaha-usaha yang 
lebih besar (Sidik, 2020). Usaha mikro ini 
sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 
lokal, mengurangi ketergantungan pada 

impor, dan meningkatkan pendapatan 
penduduk desa. Namun, banyak usaha 
mikro di pedesaan yang kesulitan untuk 
berkembang, mengalami kerugian, atau 
bahkan terancam tutup (Amelia, 2022). 
Untuk meningkatkan perkembangan usaha-
usaha ini, sangat penting untuk menerapkan 
langkah-langkah dan strategi yang tepat 
yang memberdayakan dan memanfaatkan 
potensi lokal secara kreatif dan inovatif. 
Dengan demikian, usaha mikro di pedesaan 
dapat memberikan nilai tambah untuk 
kepentingan bersama secara berkelanjutan, 
berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi 
masyarakat setempat secara keseluruhan. 

Peningkatan pendapatan usaha 
mikro di pedesaan melalui pemberdayaan 
sumber daya lokal merupakan strategi 
penting untuk mendukung pembangunan 
ekonomi dan sosial di pedesaan.  
Pemberdayaan sumber daya lokal 
mencakup berbagai upaya yang bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas, nilai 
tambah, dan pendapatan usaha mikro di 
perdesaan (Halim, 2020).  Selain itu, 
pemberdayaan sumber daya lokal 
mencakup berbagai aspek, seperti 
pengembangan keterampilan lokal, 
pemanfaatan bahan baku lokal, promosi 
produk lokal, dan kolaborasi antara usaha 
mikro dengan masyarakat sekitar (Alfauzan 
et al., 2023). 

Untuk mendorong peningkatan 
permodalan dari segi aset dan omset bagi 
usaha mikro dan kecil melalui BUMDes, 
jelas diperlukan strategi untuk 
mengintegrasikan pembiayaan syariah 
dengan keberadaan BUMDes di perdesaan. 
Aspek pertama yang perlu diperhatikan 
adalah perlunya peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia pengelola BUMDEs, 
termasuk pemahaman pengetahuan 
keuangan syariah yang mencakup aspek 
fikih dan akad, serta penciptaan produk dan 
jasa yang sesuai dengan syariat Islam. 
Kedua, perlunya menciptakan produk dan 
jasa pembiayaan syariah yang mampu 
bersaing di pasar, terutama yang sesuai 
dengan karakteristik masyarakat perdesaan 
(Zain, 2021). 
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Pembiayaan Mikro di Lembaga 
Keuangan Syariah 

Pembiayaan mikro berkontribusi 
dalam mengurangi sejumlah faktor yang 
menyebabkan kemiskinan, di mana 
masyarakat miskin dapat mulai 
menghasilkan pendapatan (Gina & Effendi, 
2015). Pembiayaan mikro telah membantu 
mengurangi kemiskinan, meningkatkan 
tingkat pendidikan, dan menghasilkan atau 
memperluas jutaan usaha kecil. Bahkan ide 
pembiayaan mikro telah menyebar secara 
global dengan replikasi di Afrika, Amerika 
Latin, Asia, dan Eropa Timur, serta negara-
negara yang lebih maju secara ekonomi 
seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan 
Inggris (Rahman, 2010). 

Layanan keuangan mikro dapat 
disediakan oleh pemerintah, perorangan, 
sektor swasta, LSM, lembaga keuangan 
formal maupun informal. Layanan 
keuangan mikro yang disediakan oleh bank 
disebut microbanking. Microbanking adalah 
bagaimana bank yang merupakan lembaga 
keuangan formal dapat melayani sektor 
mikro yang umumnya bersifat informal, 
atau bagaimana sektor mikro yang bersifat 
informal dapat masuk ke dalam sektor 
perbankan formal (Worokinasih, 2012). 
Sementara itu, layanan keuangan mikro 
berbasis syariah dapat berbentuk Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), 
dan lain-lain. 

Peran BUMDes dalam Perekonomian 
Desa 

BUMDes memiliki peranan yang 
sangat penting dalam menggerakkan 
perekonomian desa. Namun, hal ini bisa 
tercipta apabila pengelolaan BUMDes 
dijalankan secara profesional dengan 
perencanaan dan manajemen yang matang 
(Nugroho, 2018). BUMDes harus 
difungsikan sebagai motor penggerak 
perekonomian desa dan sarana untuk 
mendukung akselerasi kesejahteraan 
masyarakat di desa. Kehadiran BUMDes 
diharapkan dapat menjadi alat yang efektif 

untuk meningkatkan perekonomian desa 
dan memberikan kesejahteraan kepada 
masyarakat (Asmanto et al., 2020). Hal ini 
sebagaimana telah tertuang dalam 
permendesa nomor 4 tahun 2015 bahwa 
tujuan utama didirikannya BUMDes adalah 
untuk kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat desa melalui pemanfataan 
sumber daya ekonomi yang tersedia di desa. 

BUMDes dapat berjalan dengan 
optimal harus didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten. Sumber daya 
manusia memegang peranan strategis 
dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes. 
Kehadiran sumber daya yang berkualitas 
dan kompeten berdampak pada 
pembangunan desa, peningkatan kualitas 
pendidikan masyarakat, meminimalisir 
migrasi dari desa ke kota, penguatan 
kesehatan masyarakat, dan dampak yang 
diharapkan yaitu pada pembangunan 
nasional (Chikmawati, 2019). Oleh karena 
itu, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia menjadi komponen kunci dalam 
pengembangan BUMDes melalui inovasi 
manajemen BUMDes, pendidikan, 
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 
oleh para pelaku BUMDes (Azhari et al., 
2023). 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif-kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi strategi kemitraan yang 
dapat dilakukan antara BUMDes dan 
Lembaga keuangan syariah berdasarkan 
masalah dan solusi yang telah dihasilkan. 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 
BUMDes Jaya Laksana, Bank Syariah 
Indonesia KCP Ciawi Bogor, BMT Berkah 
Mandiri Sejahtera, pelaku usaha mikro, dan 
akademisi bidang Lembaga keuangan 
syariah. Pemilihan responden ini dilakukan 
dengan mempertimbangkan pemahaman 
responden terhadap permasalahan 
kemitraan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah. 

Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini meliputi 
observasi non-partisipan, wawancara 
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mendalam kepada pengelola BUMDes dan 
pelaku usaha mikro pedesaan yang 
mendapatkan pembiayaan serta 
penyebaran kuesioner kepada praktisi, 
akademisi, dan pelaku usaha mikro 
pedesaan. Selain itu, wawancara juga 
dilakukan dengan pimpinan atau pengelola 
BSI KCP Ciawi Bogor, Direktur KSPPS BMT 
Berkah Mandiri Sejahtera, pimpinan 
BUMDes Jaya Laksana, dan pelaku usaha 
mikro pedesaan. Adapun Teknik analisis 
data yang digunakan menggunakan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 
memperjelas masalah, solusi, dan strategi 
yang akan dilakukan guna terciptanya 
kemitraan BUMDes dengan LKS. Sedangkan 
tahapan penelitian pada metode AHP 
meliputi konstruksi model, kuantifikasi 
model, dan analisis hasil. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Masalah dalam Kemitraan 
BUMDes dengan Lembaga Keuangan 
Syariah 

Kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah dalam 
pembiayaan syariah merupakan alternatif 
solusi dalam meningkatkan aksesibilitas 
usaha mikro pedesaan dalam pembiayaan. 
Hal ini karena masih banyak usaha mikro 
pedesaan yang mengandalkan praktek 
pembiayaan secara informal, sehingga 
menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, 
adanya kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah dapat menjadi 
pilihan pelaku usaha dalam memilih 
pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai 
syariah. Berdasarkan wawancara kepada 
pengelola BUMDes, Lembaga keuangan 
syariah, usaha mikro serta studi literatur 
terkait penelitian ini bahwa permasalahan 
dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah dapat dibagi menjadi 4 
aspek yaitu: 
a. Literasi dan edukasi keuangan syariah, 

meliputi: 1) Pengetahuan dasar 
keuangan syariah yang minim, 2) 
Pemahaman produk dan layanan 
keuangan syariah kurang baik, 3) 
Kurang kemampuan mengelola 

keuangan syariah, dan 4) Penggunaan 
produk keuangan syariah belum 
familiar. 

b. Kapasitas pengelola, meliputi: 1) 
Minimnya pemahaman keuangan 
syariah, 2) Keterbatasan keterampilan 
manajerial, 3) Regulasi dan prosedur 
Lembaga keuangan yang rumit, dan 4) 
Tantangan kultural dan sosial 
masyarakat. 

c. Kebijakan desa, meliputi: 1) Lemahnya 
dukungan kebijakan pemerintah desa, 
2)Konflik kepentingan dalam 
pengelolaan BUMDes, 3) 
Ketidaksesuaian program pembiayaan 
dengan kebutuhan local, dan 4) 
Ketidakjelasan regulasi dan kebijakan 
desa. 

d. Mitigasi risiko, meliputi: 1) Minimnya 
pemahaman manajemen risiko, 2) 
Ketidakmampuan menganalisis risiko, 
3) Risiko penyalahgunaan dana, dan 4) 
Risiko gagal bayar dalam pembiayaan. 

Berdasarkan hasil wawancara 
kepada beberapa responden dan studi 
literature, maka diperoleh uraian solusi dari 
permasalahan-permasalahan di atas. Solusi 
dari permasalahan tersebut diantaranya 
adalah:  
a. Solusi Literasi dan edukasi keuangan 

syariah, meliputi: 1) sosialisasi dasar 
keuangan syariah, 2) Edukasi produk 
dan layanan keuangan syariah, 3) 
Pelatihan pengelolaan keuangan 
syariah, dan 4) sosialisasi produk 
keuangan syariah. 

b. Solusi Kapasitas pengelola, meliputi: 1) 
Sosialisasi pentingnya keuangan 
syariah, 2) Pelatihan kepemimpinan 
manajerial, 3) regulasi sederhana, dan 4) 
pembiasaan praktek keuangan syariah . 

c. Solusi kebijakan desa, meliputi: 1) 
Support pemerintah desa, 2) 
pengelolaan professional, 3) link and 
match kebutuhan pembiayaan, dan 4) 
ketersediaan regulasi desa. 

d. Solusi mitigasi risiko, meliputi: 1) 
pelatihan manajemen risiko, 2) 
sertifikasi analisa resiko, 3) Analisis 
kelayakan pembiayaan, dan 4) 
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Pendampingan dan monitoring secara 
ketat. 

Hasil penelitian ini juga 
mengemukakan beberapa strategi yang 
dapat dilakukan untuk menjalin kemitraan 
BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah 
dalam pembiayaan syariah bagi usaha 
mikro pedesaan. Berdasarkan hasil 
wawancara kepada pengelola BUMDes, 
Lembaga keuangan syariah, dan pelaku 
usaha mikro serta studi literature, maka 
diperoleh uraian strategi diantaranya: 1) 
Peningkatan sosialisasi keuangan syariah 
secara rutin dan sederhana, 2) 
Pendampingan dan pelatihan dalam 
mengelola pembiayaan syariah, 3) Sinergi 
kebijakan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah, dan 4) Pengawasan dan 
monitoring secara berkala. 

Model Hierarki AHP dalam Kemitraan 
BUMDes dengan Lembaga Keuangan 
Syariah 

Berdasarkan identifikasi masalah, 
solusi, dan penentuan strategi kemitraan 
BUMdes dengan Lembaga keuangan syariah 
dalam pembiayaan usaha mikro pedesaan, 
selanjutnya terbentuklah jaringan struktur 
AHP seperti berikut ini: 

 

 
Gambar 1. Jaringan AHP Kemitraan 

BUMDes dengan Lembaga Keuangan 
Syariah 

 

Pembahasan Hasil Sintesis Masalah dan 
Solusi Kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga Keuangan Syariah 

Hasil yang diperoleh dari 
perhitungan secara statistik terkait 
penentuan prioritas masalah dan solusi 
dalam rangka kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah ditunjukkan 
dengan berbagai kriteria yaitu literasi dan 
edukasi keuangan syariah, kapasitas 
pengelola, kebijakan desa, dan mitigasi 
risiko. Hasil prioritas cluster masalah pada 
sub-kriteria literasi & edukasi keuangan 
syariah dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini: 
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Gambar 2. Hasil Sintesis Sub-Kriteria 
Masalah Literasi & Edukasi Keuangan 

Syariah 

Berdasarkan gambar 2 di atas 
menunjukkan bahwa minimnya 
pengetahuan dasar keuangan syariah 
menjadi masalah prioritas dalam 
terkendalanya kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah (0,37), diikuti 
penggunaan produk keuangan syariah 
belum familiar (0,27), pemahaman produk 
dan layanan keuangan syariah kurang baik 
(0,21), dan kurang kemampuan mengelola 
keuangan syariah (0,15). Sedangkan hasil 
pengujian konsistensi pada sub-kriteria 
literasi & edukasi keuangan syariah berada 
di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 
jawaban responden dari mulai pengelola 
BUMDes, pengelola Lembaga keuangan 
syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta 
praktisi dinilai konsisten. 

Hasil prioritas cluster masalah pada 
sub-kriteria kapasitas pengelola dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 3. Hasil Sintesis Sub-Kriteria 

Kapasitas Pengelola 

Berdasarkan gambar 3 di atas 
menunjukkan bahwa keterbatasan 
keterampilan manajerial menjadi masalah 
prioritas dalam terkendalanya kemitraan 
BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah 

(0,30), diikuti tantangan kultural dan sosial 
masyarakat (0,26), regulasi dan prosedur 
lembaga keuangan yang rumit (0,22), dan 
minimnya pemahaman keuangan syariah 
keuangan syariah (0,22). Sedangkan hasil 
pengujian konsistensi pada sub-kriteria 
kapasitas pengelola berada di bawah 0,1. 
Hal ini menunjukkan bahwa jawaban 
responden dari mulai pengelola BUMDes, 
pengelola Lembaga keuangan syariah, 
pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi 
dinilai konsisten. 

Hasil prioritas cluster masalah pada 
sub-kriteria kebijakan desa dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 4. Hasil Sintesis Sub-Kriteria 

Masalah Kebijakan Desa 

Berdasarkan gambar 4 di atas 
menunjukkan bahwa ketidakjelasan 
regulasi dan kebijakan desa serta lemahnya 
dukungan kebijakan pemerintah desa 
menjadi masalah prioritas dalam 
terkendalanya kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah (0,28), diikuti 
konflik kepentingan dalam pengelolaan 
BUMDes (0,23), dan ketidaksesuaian 
program pembiayaan dengan kebutuhan 
local (0,22). Sedangkan hasil pengujian 
konsistensi pada sub-kriteria kebijakan 
desa berada di bawah 0,1. Hal ini 
menunjukkan bahwa jawaban responden 
dari mulai pengelola BUMDes, pengelola 
Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha 
mikro pedesaan, serta praktisi dinilai 
konsisten. 

Hasil prioritas cluster masalah pada 
sub-kriteria mitigasi risiko dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini 
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Gambar 5. Hasil Sintesis Sub-Kriteria 

Masalah Mitigasi Risiko 

Berdasarkan gambar 5 di atas 
menunjukkan bahwa risiko gagal bayar 
dalam pembiayaan dan risiko 
penyalahgunaan dana menjadi masalah 
prioritas dalam terkendalanya kemitraan 
BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah 
(0,30), diikuti minimnya pemahaman 
manajemen risiko (0,21), dan 
ketidakmampuan menganalisis risiko 
(0,19). Sedangkan hasil pengujian 
konsistensi pada sub-kriteria mitigasi risiko 
berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan 
bahwa jawaban responden dari mulai 
pengelola BUMDes, pengelola Lembaga 
keuangan syariah, pelaku usaha mikro 
pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten. 

Setelah mengetahui prioritas 
masalah pada masing-masing sub-kriteria, 
selanjutnya diuraikan hasil prioritas cluster 
solusi. Adapun hasil prioritas cluster solusi 
pada sub-kriteria literasi & edukasi 
keuangan syariah dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 6. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi 

Literasi & Edukasi Keuangan Syariah 

Berdasarkan gambar 6 di atas 
menunjukkan bahwa sosialisasi produk 
keuangan syariah menjadi solusi paling 
prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan 

Lembaga keuangan syariah (0,28), diikuti 
sosialisasi dasar keuangan syariah (0,26), 
edukasi produk dan layanan keuangan 
syariah (0,26), dan pelatihan pengelolaan 
keuangan syariah (0,20). Sedangkan hasil 
pengujian konsistensi pada sub-kriteria 
solusi literasi & edukasi keuangan syariah 
berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan 
bahwa jawaban responden dari mulai 
pengelola BUMDes, pengelola Lembaga 
keuangan syariah, pelaku usaha mikro 
pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten. 

Hasil prioritas cluster solusi pada 
sub-kriteria kapasitas pengelola dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 7. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi 

Kapasitas Pengelola 

Berdasarkan gambar 7 di atas 
menunjukkan bahwa pembiasaan praktek 
keuangan syariah menjadi solusi paling 
prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah (0,32), diikuti 
sosialisasi pentingnya keuangan syariah 
(0,28), pelatihan kepemimpinan manajerial 
(0,22), dan regulasi sederhana (0,18). 
Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada 
sub-kriteria solusi kapasitas pengelola 
berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan 
bahwa jawaban responden dari mulai 
pengelola BUMDes, pengelola Lembaga 
keuangan syariah, pelaku usaha mikro 
pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten. 

Hasil prioritas cluster solusi pada 
sub-kriteria kebijakan desa dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 8. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi 

Kebijakan Desa 

Berdasarkan gambar 8 di atas 
menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi 
desa menjadi solusi paling prioritas dalam 
kemitraan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah (0,28), diikuti link and 
match kebutuhan pembiayaan (0,26), 
support pemerintah desa (0,23), dan 
pengelolaan profesional (0,22). Sedangkan 
hasil pengujian konsistensi pada sub-
kriteria solusi kebijakan desa berada di 
bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 
jawaban responden dari mulai pengelola 
BUMDes, pengelola Lembaga keuangan 
syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta 
praktisi dinilai konsisten. 

Hasil prioritas cluster solusi pada 
sub-kriteria mitigasi risiko dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 9. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi 

Mitigasi Risiko 

Berdasarkan gambar 9 di atas 
menunjukkan bahwa analisis kelayakan 
pembiayaan menjadi solusi paling prioritas 
dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah (0,28), diikuti pelatihan 
manajemen risiko (0,26), pendampingan 
dan monitoring secara ketat (0,25), dan 
sertifikasi analisa risiko (0,20). Sedangkan 
hasil pengujian konsistensi pada sub-

kriteria solusi mitigasi risiko berada di 
bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 
jawaban responden dari mulai pengelola 
BUMDes, pengelola Lembaga keuangan 
syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta 
praktisi dinilai konsisten. 

Literasi & edukasi keuangan syariah 
menjadi salah satu masalah penting dalam 
kemitraan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah dengan prioritas masalah 
paling tinggi adalah minimnya pengetahuan 
dasar keuangan syariah. Hal ini sejalan 
dengan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan 
pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 
indeks literasi keuangan syariah Indonesia 
sebesar 39,11% naik melonjak 
dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,14%. 
Namun, peningkatan tersebut masih lebih 
kecil dibanding dengan indek literasi 
keuangan konvensional tahun 2024 sebesar 
65,08% (OJK, 2024). Hasil penelitian 
Panghayo & Musdhalifah (2018) 
membuktikan bahwa pengetahuan tentang 
keuangan syariah berpengaruh terhadap 
pemilihan layanan keuangan syariah. 
Semakin banyak masyarakat muslim 
memiliki pengetahuan tinggi terkait 
pengelolaan keuangan syariah dapat 
menjadi peluang besar bagi Lembaga 
keuangan syariah untuk meningkatkan 
produk-produknya. Literasi keuangan 
syariah yang tinggi akan berpengaruh 
terhadap minat untuk menggunakan 
produk dan jasa perbankan syariah (Nuraini 
et al., 2023; Ruwaidah, 2020). 

Kapasitas pengelola sangat 
mendukung dalam pelaksanaan kemitraan 
BUMDes dengan Lembaga keuangan 
syariah. Kapasitas pengelola yang 
dibutuhkan bukan hanya sekadar 
kemampuan teknis, tetapi juga mencakup 
pemahaman syariah, kepemimpinan, 
manajemen risiko, dan inovasi. Peningkatan 
kapasitas melalui pelatihan dan 
pendampingan sangat penting untuk 
memperkuat kemitraan antara BUMDes dan 
lembaga keuangan syariah, sehingga 
menciptakan pembiayaan yang 
berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil 
penelitian ini menguatkan simpulan 
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Rahimin et al., (2025) bahwa kerjasama 
yang dilakukan pengelola BUMDes dengan 
lembaga keuangan syariah dapat 
meningkatkan kapasitas manajerial dan 
aksesibilitas pembiayaan bagi BUMDes. 
BUMDes dinilai kompatibel dengan tujuan 
pembiayaan syariah dengan beberapa 
keunggulan yaitu mampu menciptakan 
efisiensi penyaluran pembiayaan dan 
mampu mereduksi persoalan principal dan 
agent (Zain, 2021).  

Kebijakan desa memainkan peran 
penting dalam mendukung kemitraan 
antara BUMDes dan lembaga keuangan 
syariah, menciptakan lingkungan yang 
kondusif untuk pembiayaan syariah yang 
berkelanjutan dan adil. Tanpa kebijakan 
yang mendukung, BUMDes mungkin akan 
kesulitan mengakses dan mengelola 
pembiayaan syariah secara efektif. 
Kebijakan pemerintah, seperti yang 
ditunjukkan dalam penelitian Zulaika et al., 
(2024) adalah kunci dalam membentuk 
kemitraan bisnis di sektor perikanan, 
mempromosikan praktik-praktik 
berkelanjutan, meningkatkan mata 
pencaharian, dan berkontribusi pada 
pembangunan ekonomi. Penelitian Nailiu et 
al., (2023) lebih lanjut menunjukkan 
dampak positif dari kebijakan pemerintah 
terhadap daya saing produk garam. 
Pemerintah daerah, seperti pemerintah 
desa, dapat menerapkan kebijakan yang 
ramah masyarakat untuk mendorong 
pemanfaatan produk keuangan syariah, 
dengan menekankan pentingnya peraturan 
yang tepat dan inisiatif kolaboratif dalam 
mencapai tujuan ini. 

Kemitraan antara BUMDes dan 
lembaga keuangan syariah sangat 
bergantung pada mitigasi risiko untuk 
memastikan keberhasilan pembiayaan 
syariah bagi usaha mikro di pedesaan. 
Risiko yang tidak dikelola dengan baik 
dapat menyebabkan kegagalan bisnis, 
kerugian finansial, dan masalah 
kepercayaan di antara para mitra. Strategi 
mitigasi risiko, seperti yang disoroti oleh 
Putra et al. (2020), berfokus pada pencarian 
solusi untuk potensi risiko dan dirancang 

untuk mengatasi risiko internal dan 
eksternal dalam pembiayaan. Hal ini 
termasuk membuat prosedur operasi 
standar (SOP) untuk penyaluran 
pembiayaan mikro, yang berfungsi sebagai 
pedoman bagi karyawan bank untuk 
dipatuhi secara ketat. Upaya mitigasi risiko 
ini memainkan peran penting dalam 
mencegah, menginvestigasi, dan 
memperbaiki masalah dalam penyaluran 
pembiayaan syariah kepada pelaku usaha 
mikro dalam kemitraan BUMDes dengan 
lembaga keuangan syariah (Syahrir et al., 
2023). 

Pembahasan Alternatif Strategi 
Kemitraan BUMDes dengan LKS dalam 
Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro 
Pedesaan 

Penentuan alternatif strategi 
menjadi hal yang paling penting dalam 
terjalinnya kemitraan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah dalam 
pembiayaan syariah. Hal ini karena dapat 
memudahkan pelaku usaha mikro pedesaan 
dalam memperoleh pembiayaan dengan 
mudah dan aman. Adapun berdasarkan 
pengujian statistika diperoleh hasil 
prioritas cluster strategi kemitraan BUMDes 
dengan Lembaga keuangan syariah dalam 
meningkatkan pembiayaan syariah dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 10. Hasil Sintesis Strategi 

Kemitraan BUMDes dan LKS dalam 
Pembiayaan Syariah 

Berdasarkan gambar 10 di atas 
menunjukkan bahwa strategi paling 
prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan 
LKS dalam pembiayaan syariah adalah 
sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga 
keuangan syariah (0,35), diikuti 
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pendampingan dan pelatihan dalam 
mengelola pembiayaan syariah (0,27), 
peningkatan sosialisasi keuangan syariah 
secara rutin dan sederhana (0,22), dan 
pengawasan dan monitoring secara berkala 
(0,16). Adapun hasil pengujian konsistensi 
pada strategi berada di bawah 0,1. Hal ini 
menunjukkan bahwa jawaban responden 
dari mulai pengelola BUMDes, pengelola 
Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha 
mikro pedesaan, serta praktisi dinilai 
konsisten. 

Sinergi kebijakan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah dalam 
pembiayaan bagi usaha mikro pedesaan 
mampu menjembatani kebutuhan 
masyarakat dengan ketersediaan 
pembiayaan dari LKS. BUMDes sebagai 
mediator memainkan peran strategis dalam 
mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan 
masyarakat dan menghubungkannya 
dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini 
sejalan dengan penelitian Husna et al 
(2025) bahwa keberhasilan program 
pembiayaan syariah oleh BUMDes didukung 
oleh kemitraan strategis dengan Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 
Kemitraan ini dapat memungkinkan 
BUMDes mengembangkan dan memperluas 
kapasitas pendanaan, sekaligus sebagai 
upaya memperkenalkan kepada 
masyarakat terkait produk keuangan 
syariah yang bervariatif. Sinergitas LKS 
dengan BUMDes dapat mendukung 
aktualisasi nilai spiritualisme dalam 
pembangunan sosial ekonomi dan 
pemberdayaan usaha mikro dan kecil, mitra 
utama dalam permodalan, menumbuhkan 
sikap kemandirian dan kewirausahaan, 
pendayagunaan berbagai potensi sumber 
daya BUMDes, dan berperan menjadi wadah 
pembangunan ekonomi masyarakat 
(Dzikrulloh & Permata, 2016). 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Badan usaha milik desa memiliki 
peran penting dalam menggerakkan 
ekonomi di pedesaan melalui berbagai 
kemitraan. BUMDes dapat menjadi 
pengelola pembiayaan bagi usaha mikro 

pedesaan yang kesulitan mendapatkan 
pembiayaan dari Lembaga keuangan. 
Strategi yang dapat dibangun untuk 
kemitraan BUMDes dengan LKS dalam 
pembiayaan syariah bagi usaha mikro 
pedesaan berdasarkan urutannya terdiri 
dari: 1) sinergi kebijakan BUMDes dengan 
Lembaga keuangan syariah, 2) 
pendampingan dan pelatihan dalam 
mengelola pembiayaan syariah, 3) 
peningkatan sosialisasi keuangan syariah 
secara rutin dan sederhana, dan 4) 
pengawasan dan monitoring secara berkala. 

Implikasi yang diharapkan dalam 
penelitian bagi pemerintah desa adalah 
diharapkan dapat membuat kebijakan atau 
aturan yang mendukung pembiayaan 
syariah bagi pelaku usaha mikro pedesaan 
seperti peraturan pengelolaan pembiayaan 
syariah oleh BUMDes, mengatur peran 
BUMDes sebagai mediator pembiayaan 
syariah, membentuk forum kemitraan 
BUMDes dengan LKS, dan membentuk dana 
cadangan berbasis syariah untuk 
membantu pelaku usaha dalam kondisi 
darurat. Hasil penelitian ini masih banyak 
kelemahan dan kekurangan khususnya 
pada kemitraan BUMDes dengan LKS dalam 
penerapan pembiayaan syariah. Selain itu, 
karakteristik tiap BUMDes yang berbeda-
beda dapat memungkinkan pola 
pembiayaan yang dibutuhkan juga beda. 
Sehingga hal ini dapat menjadi bahan 
evaluasi bagi peneliti selanjutnya. 
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